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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR (& TAHUN 2012

TENTANG

PENJAEBARAN TUGAS POKOEK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerahh Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 ientang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunin Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Padang secbagaimana telah diubah dengan Peratiran
Daerah Kota Padang Normor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga
Berencana.

Mengingat + 1. lndang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 {entang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah {Lentbaran Negara Tahun 1956
Nomor 20];

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ientanz Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah denpan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negare Nomor 3890);

3. Undang-Undeng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
schagaimana telah diubah beberapas kali teraklar dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Normor

4844);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentung
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran
Negarse Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234},

5. Peraturan Pemerintah Momor 1Y Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilaynh Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Padang {Lembaran Negara Tabun 1980 NMomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

A. Peramaran Pemerintah Nomor 9 Tabhun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lemmbaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4263) sebugaimana



telah dinbah dengan Peraturan Pemerintalh Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintehan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Fropinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

L 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Pelunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Keputusan DBersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Nepen Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2002 Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerntah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil;

12, Peraturan Daersh Kota Pudang Nomor 04 Tahun 2003
tentzng Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daecrah Tahun 2008 Normor 09);

13. Peraturan Daerah Kota Padanpg Nomor 17 Tahun 2008
lentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, dan Lembaga
Teknis Daeral (Lembaran DNaerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 195,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 59).

MEMUTUGKAN :

Menetapkan :@ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAEB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Welikata imi yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang;

2 Walikota adalah Walikota Padang;

3. Badun Pemberdavaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Becrencani Kota
Padang,
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4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan Keluarpa Berencatia Kota Padang;

5. Sekrelariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pemberdayuan Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Baglan pada Badan Pemberdayaan
Maayarakai, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

S, Kepala Sub Bidang adalah Xepala Sub Bidang pada Badan Pembcrdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

G Perencanaatt adalah sualu proses untule menentukan tindakan masa depan
vang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang,
tersedia;

10. Program adalah suatu rencana kegiatan dan suafun organisasl yang terarah,
terpadu dan sistimatis yang dibuat untuk rentang waltu yang telah ditentukan
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi organisasi;

BAE 11
STUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga
Berencana, terdiri dari !

a. Kepala Badan;
b, Sekreturiat, terdiri dari ;
1. Sub Bagian Umum,
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaiarl.
e. Ridanyg Data dan Informasi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data;
2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdm dari ;
1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonom: Masyarakat;

2. Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknalogh Tepat
Guna.

e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, lerdirt dari
i. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program;
2. Sub' Bidang Koordinasi dan Fengembangan Jaringan Penanggulangan
Kemiskinar.
f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya
Masyarakat, terdiri dari @
1. Sub Bidang Pengembangan Kclembagaan dan Partisipasi Masyarakat;

2. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial
Budaya Masyarakat.

g, Bidang Pengurusutarmnaan Gender, Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, terdiri dari :
1. Suh Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Pcran Aklif Perempuan;



L

2. Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak.
h. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari !

1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehalan Reproduksi;
2. Sub Bidang Pengualan Keluarga Kecil Berkualitas.

BAE 111
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

(1) Kepalei Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
nrusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan
ketentuan peraturan  perundenp-undangan  demi terwujudnya keluarga
sejahtera dan berkualitas, kesetaraan dan keadilun pender serta kesciahteraan
dan perlindungan anak.

(2}

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepala
Badan mempunyai fungsi :

El'l

menyusun  kebijakan teknis di  bidang keluarga berencana dan
pemberdaynan  perempuan i Kota Padang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait demi tervyjudnya keluarga
sejahtera dan berkualitas, kesetarman dan keadilan gender serta
kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang;

merumuskan Sasaran strategis di Bidang Keluarga Berencana dan
Pemberdaysan perempuun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan  menggerakkan masyarekat untuk
membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas;

merumuskan program kerja badan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan kebijakan daerah 41 bidang keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan dapat terukur secara tepat dan optimal;
mengkoordinasikan  program  keluarga  berencana, pemberdayaan
perempuan dengan stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujud singkrontsasi kebijakan dengan bails;
menpendalikan program kerja keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
terwujudnya. keluarga sejahtera dan berkualitas, kesetaraan dan keadilan
gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang;
membina aparatur dalam penyelenggaraan program keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk pencapaian hasil pelaksanaan tugus dapat lebih efisien dan efekni;
mengarahkan penyelenggaraan program  keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepal sasarar,
melaksanakan program Kerja keluarga bDerencana dan pemberdayaan
perempuan berdasarkatt ketcutuan peraturan perundang-undangan derni
terwujudnyas keluarga sejahtera dan berkualitas, kesetaraan gender dan
keadilan gender serta kesejahteraan dan perhndungan anak di Kota
Padang;

mengevaluasi penyclenggaraan urusan keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan puna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara
komprchensif;



j. mclaporkan peclaksanaan tugas secara pericdik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

k. pengpuna anggaran Badan;

pengguna barang Badan; dan

m. mclaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuad
dengan tugas dan fungsinya.

J—
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Bagian Kedua
Selretariat
Pasal 4

(1} Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris vang dalam melaksanakan tugasnya

{2)

(3]

(i)

(2)

(3)

berada di bawah dan bertangpung jawah kepada Kepala Badan.

Sekretoriat mempunyar tugas membaniu Kepala Badun dalam membernkan
pelayanan administrasi kepada scluruh satuan organisasi di lingkangan Badan
pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana dalam urasan
umum, urusan periengkapan, urusan keunangan, urnisan kKepegawalan, uTisan
kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelengparakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretanat mempunyai fuongs: :

a. menyvusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urnsan
rumah tanpga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan,
dokumentast;

b. menyusun anggaran, pembinaan orpanisast dan lala laksana, menyusun
evaluasi dan pelaporar;

¢. meningkatkan sumber daya manusia;

d. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan
Meaayarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberiken oleh alasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal &

Sub Bagian Umum dipimpin e¢leh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bapian Umum mempunyai tugas membantu Sckretaris melaksanakan
urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga,
urusan peralatan dan periengkapan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

adsalah :

a. mengelola surat masuk, surat keluar, kearsipan, dan administras
kepegawaidi,

b, melaksanakan urusan humas,

c. meleksanakan urusan pengadaan peralatan/periengkapan, pencatatan
penyimpansan, pendisinbusiam;

d. melaksanakan urusan pemeliharaan /perawalan alai-alat kantor,

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesusi
dengan {upgas dan fungsinya.

o



Paragraf 2
Sub Bagian Kenaangan
Pasal 6

(1} Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangeung jawab kepada
Sechretaris.

(2) Sub Bagian Keuanpan mempunya: tugas membantu Sekretans melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana
anggaran  pendapatan dan belanja  badan,  vernftkasi, perbendaharaan,
penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan:

{3} Penjabaran tugaa Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
adalah:
g. menyusun program dian rencana keuanpsn berdasarkan ketentnan yang
berlalu,;
b. menyelengparakan pelaksanaan administrasi keuangan,
¢, menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surai
perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan
uang, surat perintah pembayaran lanpsung gayn dan lunjangan PNS serta
penghasilan lainnyas;
d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban,
e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan lapouran
keuangan;
f menyimpan dan memelihara dokumen keuangan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai
ketentuan ketentuan peraturan penindang-undangan;
h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tupas dan langsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Kepegawaian
Pagal 7

(I} Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagan yang dalam
melaksanakan tugasnya berads di hawah dan bertangegung jawab kepada
Sckretans.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membeantu Sekretans
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian.

(3} Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} adalah : o
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di tndang

urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas
serta menviapkan bahan petunjuk pemecahan masalals,

¢. menyiapkan bahan perumusan penyusunan progrum dan perencanaen di
bidang urusan kepegawatan;

d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian badan dan administrasi usulan
mutasi, promosi pegawal meliput kenaikan pangkat, promoesi jabatam,
pindah, pensiun dan lain-lain,

e. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cut,
kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawal negeri,
asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehalan dan lain-lain;



f. menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan Daftar Urat Kepangkatan
Pegawai;

g. menviapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai;

h. menyviapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

1. melakukan pemerksaaan, pemlaian dan evaluasi terhadap kepegawaian
Badan Pemberdayaan Masyarakart, Perempuan dan Keluarga Berencana;

J« menghimpun program kerja dalam rangka evaluasi tugas Badan
Pemberdavaan Masvarakat, Peremipuan dan Keluarga Berencana;

k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagal pertanggungiawaban
ingas pada atazan: dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Data dan Informasi
Pasal 8

(1) Bidang Data dan Informasi dipimpin olch scorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangpungawab kepada Kepala
Badan.

(2) Bidang Data dan Informasi mempunyal tugas membantu Kepala Badan dalam
mengumpulkan,mengolah menganalisis dan cvaluasi data dan  informast
program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana,

(3} Untuk menyelenpgarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2}, Bidang
Data dan Informasi mempunyal hangsi :
a. melaksanakan pengolahan data dan pelayanan informasi pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan program keluarga berencana;

b. melaksanakan analisis dan  evaluasi program keluarga berencana,
pemberdayaan masyargkat, pemberdayaan perempuan |

c. melaksanakan pelaporan propram pemberdayaan masyarakat, perempuan
dan keluarga berencana,

d. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan data base
dan profl kelurahan.

e. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan pengembangan data
base dan profl kelurahan.

{. merumuskan kebijakan penyusunen data base penyclenggaraan
adminisirasi pemberdayaan masyarakat, perempuan dan program keluarga
berencana.

g melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara
berkala.

h. menyusun petunjuk dan pedoman pencatatan dan pelaporan.;

i. menyusun rtancangan formulir pencatatan dan  pelaporan  program
pemberdayaan masyarakat, perempuan dan kehiarga berencana,

j. menyusun rencana kegiatan bidang daia dan informasi;

k. melaksanakan pengclolaan  teknologi  informas:  sistim informasi
kependudukan dan keluarga;

. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait;

m. menyusun keserasian kebijakan kependudukan; dan

n. melaksanakan (ugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
denpan tugas dan fungsinva.



Paragraf 1
Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data
Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data dipimpin oleh secrang Kepala
Sub Bidang vang dolam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
hertangpgung jawab kepada Kepala Bidang Data dan [nformasi.

{2} Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang melakukan penguinpulan dan pengolahan data.

(3] Penyjjabaran tugas Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) adalah :

a. menyusun rencana kegiatan sub bidang pengumpulan dan pengelahan data;

b. menpumpuikan dan mengolah data hasil propgram keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, database dan profil kelurahan;

¢. menviapkan petunjuk teknis  pelaksanaan  pencatatan, pelaporan
pemherdayaan masyarakal, perempuan dan keluarga berencara;

d. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan melakukan evaluasi hasi pendataan
keluarga;

¢, menviapkan laporan program pcmberdayaan measyarskat, perempusn dan
keluarga berencana; dan

[. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bldang Advoknsi, Komunikasi, Inforrmnasi dan Edukasi
Pasal 10

(1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Infermasi dan Edukasi dipimmn aleh
seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dala dan Informast,

(2) Sub Bidang Advokasi, Komnunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melalkukan promosi, advokasi kemunikas:, minrmasi
dan edukasi dibidang program pemberdavaan masyarakat, peempuan dan
keluarga berencana.

(3} Penjabaran tugas Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. menviapkan bahan uniuk evaluasi dan penyebarinasan informasi program

kelembagaan masvarakat, perencanaan pariisipalif, keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan;

b. menyiapkan bahan untuk evaliasi dan penycbharluasan informasi program
kelembagasn masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan
DEICmpUEan;

¢. melakukan evaluasi dan penyebarluasan informasi program kelembagaan
masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

d. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan program kelembagaun
masyarakat, keluarga berencana dan pemberayaan perempuan,

c. melaksanakan — pengelolaan  teknologi  informasi  sistim  informasi
kependudukan dan keluarga berencana;

f. menyusun rencana kegiatan suly bidang evaluasi dan penyebariuasan
informasi,

o. melaksanakan penyeserasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
dan

h. melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan atasan scsual dengen
tugas dan fungsinya.



Bapgian Keempat
Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat
Pasal 11

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanalkan tugasnva berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.,

(2) Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala
Badan melaksanakan  sebagiun togas  Badan  Pemberdavaan  Masvarakat
dibidang usaha e¢konomi masyarakat, sumber daya alam dan tecknologl tepat

guna.

(3} Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, Didang
Ketahanan Ekonomi Masyarakat mempuny: fungs :

a.
b.

C.

merumuskan kebijakan peclaksanaan pemberdayaan ckonomi masyarakat
dengan pengelolaan sumber daya alam melalul teknolog tepat puna;
merumuskan kebijakan pemanfaatan lembaga kecuangan mikro masyarakat
dan pengembangan lembaga keuangan terscbut;

menyusln rencang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber
daya alam dan teknologi tepat guna;

-moerumuskan kelsjakan dan {asilitasi pendataan potcensi sumber daya alam

dan teknologi tepat puna;

. membina kerjasama dan keterpaduan dengan pihak swasta dan perguruan

tinggi dalam pengembangan teknolog lepal guna,
merpmuskan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
ekoneml masyarakatl misking

. merumuskan kebijakan dan fasilitssi pemberdayaan sarana pemberdayaan

masyarakat kelurahan dalam pengembangan usaha ekonomi mandsri;

.merumuskan segmentasi sasaran  pemberdayaan  ekonorm  rnasyarakat,

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pasal 12

(1} Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakal dipimpin oleh secrang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertangsung jawsb kepada Kepala Bidang Kelahanan Ekonomi Masyarakat.

(2} Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan {asilitasi
pelaksanaan pemberdayaan usaha ckonomi masyarakat, peningkatan usaba
perkreditan dan simpan pinjam.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada avat (2) adalah :

A.
b.

c.

d.

i m

menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan ekonomi magyarakat;
menyusun rencana kegiatan program peningkatan ekonomi masyarakat;
menviapkan petunjuk dan pedoman kegiatan peningkatan ekonomu
masyarakii,;

memfasilitasi penyiapan sarana unluk mendukung kegiatan peningkatan
cekonomi masyarakat.

melakukan bimbingan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
melaksanakan evahiasi, membuat dan menyampaikan laperan pelaksanaan
program pemberdayaan ekonomi masyarakat;

melaloukan kemitraan dengan dinas instansi terkait dalam segi permodalan,
kyalitas hasil produksi dan pemasaran hasil produksi,

merumuskan  kebijakan  penyelenggaraan  pemberdayann  ekonwrmni
masyarakat melalui pengembangan lembaga keunangan mikro keluranan;



1. merumuskan kebiyakan dan fasibtasi penvelenggaraan pengembangan
ekonomi masyarakat miskin;

}- merumuskan  kebijjakan dan  fasilitasi  pemberdayaan  sarjana,
pemberdayaan masyarakal dalam pengemhbangan uiseha ekonomi mandiri;

k. merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat;

i, merumuskan penvelenggaraan pemberdavaan masyarakat  melalui
pengelolaan sumber daya alam;

m. merumuskan kebijakan dalam pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna,

n. menyusun laporan kegiatan secara berkala; dan

o. mclaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam
dan Teknologi Tepat Guna
Pasal 13

(1) Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat
Guna dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnys berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Ketahanan Ekonomi Masvarakat.

(2) Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat
Guna mempunyai tugas membantu Kepala Bidang meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam dan ieknolog lepat guna.

(3] Penjabaran lupas Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Teknologi Tepat Guna schagaimana dimaksud pada ayat (2] adalah :

n. menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan pengelolaan sumber
daya alam dan teknologi tepil guna,

b. menyusun rerncana Kegiatan program peningkatan pengelolaan sumber daya
alam dan teknolog tepat guna,

¢. menyiapkan petunjuk dan pedoman kegiatan peningkatan pengelolaan
sumber daya alam dan teknelogi tepat guna;

d. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan peningkatan
pengelolaan sumber daya alam dan teknologl tepat guna;

e. melaknukan bimbingan dan pembinaan pengelolaan sumber daya alam dan
telenologi tepat guna;

f. melaksanakan evaluasi, membuat dan menyampaikan laporan pelaksansan
program pengelolaan sumber daya alam dan tekaologl tepat guna,

o melakukan kemitraan dengan dinas instansi terkait, perguruan tinggy dan
swaste dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

h. menyusun laporan sccara berkala; dan '

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan olch atasan sesual
dengan tugas dan fungsinyii.

Baglan Kelima
Bidanp Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 14

(I) Bidang Penuanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tupasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan,

(2) Bidang Penanggulangan Kemiskinon memphnyai tugas membantu Kepala
Badan melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan masyarakat
dibidang pcnanggulangan kermmskinar.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungst |



a. merumuskan kebijakan pelaksanaan program penangeulangan kemiskinan;

D. menyusun rencana program stratey penanggulangan kemiskinan;

c. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pendataan profil penduduk
miskin;

d. membina kerjasama dan keterpadusn dengan pihak-pihak yang peduli
program penanggulangan kemiskinan;

e. merumuskan kebyakan dan memiasilitast penyelenggaraan smkronisas

program penanggulangan kemiskinan;

merumuskan segmentas sasaran program penangpulangan kemiskinan,;

g melaksanakan monitoring dan evaluasi scrta membuat laporan secars
berkala; dan

h. melaksanskan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh atasan sesum
dengan tugas dan fungsinya.

=+

Paragraf 1
Sub Bidsng Perencanaan dan Analisa Program
Pasal 15

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Anahsa Program dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
berlanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program mempunyai tugas mcmbantu
Kepala Bidang melakukan penyusunan program dan melakukan anahsa hasii

program.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program sehagmimana
dimaksud pada ayat {2) adalah :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program
Penanggulangan Kemiskinan;
b. perumusan kebijjakan penanggulangan kemiskinan melalui program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,
melaloukan keoordinasi dan kemiiraan terhadap data rumah tangga miskin,
menyiapkan petunjuk pelaksanaan pendataan rumah tangga misking
melakukan analisa dala pendataan rumah tangga miskin;
melakukan analisa kebutuhan sarana pendatasn rumah Langg:a miskin,
melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan,
menyiapkan laporan program penanggulanpan kemiskinan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh atasan sesum
dengan tugas dan fungsinya.

TR M a0

Paragral 2
Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan
Penangpulangan Kemiskinan
Pasal 16

{1) Sub DBidang Kvcordinasi dan Pengembangun Jaringan Penanggulangen
Kemiskinan dipimpin oleh scorang Kepala Sub  Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanpgulangan
Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merencanakan,
menyiapkan petunjuk, pedoman, dan mengkoordinasikan kegiatan scrta
melakukan pembinaan terhadap jaringan penangpulangan kenuskinan.

i3) Penjabaran tugas Sub Bidanp Koordinast dan Pengembangan Jaringan
Penanggulangan Kemizkinan scbagaimana dimaksud pada ayal (2} adalah :
a. menyiapkan konsep dan bahan koordinasi untuk pengembangan jarmgan
penangpulangan kemiskinan dalam program penanggulangan kemiskinan;



b menyiapkan Kkonsep petunjuk tcknis dan  pedoman pelaksanaan

C.

pembentukan jaringan penanggulangan kemiskinan;
menyusun konsep program dan rencana kegiatan sosialisasi pengembangan
kelompok-kelompok penangpulangan kemisldnan;

d. meiakukan bimbingan dan pembinaan kepada rumah {angga misking

c.

i

g.

memfasilitasi  lintas pelaksana  melalui  komunikasi  interaktif dan
menyebarlnaskan informast penanggulangan kemiskinan;
memberntuk kelompok-kelompok peduli mamah tangga mislkan;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keordinasi dan
penpembangan jaringan penanggulangan kemiskinan;

h. melaksanakan  koordinast permasalahan  kebijakan penanggulangan

kemiskinan,; dan
meiaksanakan tupas kedinazan lain yang cibentkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat,
dan SEosial Budaya Masyarakat
Pasal 17

{1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipas: Adat, dan Sosial Budaya
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam mclaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2} Bidang Pcemberdayaan Kelembagann, Parlisipasi Adat, dan Sosial Budaya
Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang
Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan
adat dan budaya masyarakat

(3) Untuk menyelenggarakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang
pemberdayaan kelembagaan, partisipasi adat, dan sosial budaya masyarakal
mempunyai funpgsi;

a_

™

menyusun rencana operasional program pemberdayaan dan parbisipas:
masyarakat, pelaksanaan Manunggal, pemberdayaan adat dan
pengembangan sosial budaya;

.merumuskan Kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur kritensa
pelaksanaan/penyelenggaraan  penguatan partisipasi masyarakat dan
pengembangan manajemen pembangunan partisipatit;
merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penatasn dan
pengembangan partisipasi masyarakai;

. merumuskan kebijakan dan pembinaan adat dan budaya masvarakal;
merumuskan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat
dan peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka
pernberdayaan perempuan;
menyusun laporan kegiatan secara berkala; dan |
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasun sesual
dengan tugas dan fungsinya,

Paragral 1
Suh Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Pasal 18

{1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partsipasi Masyarakat dipimpin
oleh scorang Kepala Sub Bidung yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Kelernbagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budava Masyarakat.

{2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Parlisipasi Masyarakat
mempunyai  tuges membantu  Kepala DBidang melaksanakan penyiapan
perurmusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan serta partisipatif
masyarakat dalam pembangunan.



(3) Penjabaran ftugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat [Z} adalah :

A

b.

L

®

menyiapkan program pemberdayaan partisipasi masyarakat,

menylapkan program pemberdayvaan kelembagaan dan partisipasi
masyarakar:

merencanakan dan menyusun jadwal kegatan pembinaan kelembagaan
dan partisipasi masyarakat;

menghimpun dan mengklasifikasikan data kelembagaan masyarakat,;
melakukan pemantanan bersama instansi terkail dalam menentukan strata
lembaga kemasyarakatan;

menyiapkan pertemuan keoordinasi dengan lembapa atau institusi terkait
tentang lembaga kemasyarakalan;

menyiapkan atay memfasilitagi  pembentukan  assosiasi atan forum
kelemhapaan masyarakat,

menyiapkan bahan cvaluasi di bidang kelembagaan dan partisipasi
masyarakat;

menyiapkan bahan atau konsep dan penyebaran informas pembanpgunan
vang partisipasif;

menyiapkan konsep dan petunjuk telkmus dan pedeman pelaksanaan
pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembangunan partisipatif, profil
kelurahan, penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kelurahan dan
lomba kelurahan berprestas;

menyviapkan bahan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kelembagaan dan
partisipasl masyarakat;

memberikan petunjuk keria kepada lembaga kemasyarakatan tentang
pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan lugas hepada Kepala

Bidang Pemberdayaan Masvarakat;

menvyiapkan konsep data potensi kelurahan,

menyiapkan konscp petunjuk telmis dan pedoman pelaksanaan pendataan
potensi kejurahan;

menyiapkan konsep pelunjuk  leknis  dan  pedoman pelaksanaan
pengembangan potensi kelurahan;

menyusuan konsep pengembangan potensi kelurahan,

melalcukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengembanguan potensi
kelurahan;

memfasilitasi melalui komunikasi interaktif dan menyebarluaskan infermasi
kepada masyarakat untuk pemanfaatan potenst kclurahan;

melakukan monilering dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan
poiensi kelurahan;

membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan potensi
kelurahan, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat dipimpin olch seorang Kepala Sub Fidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanpggung jawab kcpada Kepala
Bidang Pemberdayaan Kelembagaosn, Parlisipas: Adat, dan Sesial Budaya
Masyaralat.

[2} Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sesial Budaya
Masyarakat mempunyai tugas mcmbantu Kepala Bidang melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan partisipatif masyarakaf
dalam pembangunan.



(3) Penjabaran tugas 5Sub bBidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimuans dimaksud pads ayat (2]
adalah :

a.
h.

e 6

nienyiapkan program pemberdayaan partisipasi masyarakat;

menyusun dan menyelengparakan perlombaan kelurahan berprestasi
merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan pembinaan partisipasi
masyarakat;

menghimpun dan mengklasifikasiltan data partisipasi masyarakat;
melakukan pemantauan bersama instansi terkait dalam menentukan strata
partsipasi masyaraket;

menyiapkan pertemuan koordinasi dengan lembaga atau institusi terkait
tentang parlisipasi masyarakat ;

menyliapkan atau memfasilitasi  pembentukan  assosiasi atan foram
kelembagaan masyarakat,

menyiapkan bahan evaluasi di bidang kelembagsan dan partsipasi
masyarakat;

menyiapkan baban aisu konsep dan penyebaran indormas: pembangunan
vang partisipasif;

menyiapkan konsep dan petunjuk telinis dan pedoman pelaksanaan
pembinaan lembega kemasyarakatan, pembangunan partisipalil,
menyiapkan bahan evaluasi hasil lkegiatan pembinaan keclcmbagaan dan
parlisipasi masyarakat;

memberikan petunjuk kerja kepada lemhbaga kemasyarekatan tentang
pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

membuat dan menvampeaikan laporan pelaksanaan fugas; dan
mmelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
denpan tugas dan [lungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Pasal 20

(1) Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perbmdungan
Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.,

(2) Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunigan
Anak mempunyai tugas membantu Xepala Badan melaksanakan,
mengendalikan, menyiapkan kebijakan strategi di bidang organisasi percmpuan
serta kesejahtersan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengarusutamaan Gender, Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai fungsi :

k.

ae o

v

menyusun rencana kegiatan program  Pengarusutamaan Gender,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
mengumpulkan dan mengofah data program pemberdavaan perempuan;

merumuskan kebijakan opcrasional program pemberdayaan perempuan,

. menyusun petunjulk dan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

melaksanakan pembinaan teknis pemberdaysan  perempuan  dan
perlindungan anak;

melaksanakan kerjassmse don keterpaduan dengan skpd terkait dalam
penyusunan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuin
dan perlindungan anak;

mengendalikan  dan mengevaluas:  hasil  pelaksanaan — program
pengarusutamaan gender, pemberdavaan percmpuan dan  perhndungan
anak;

menyiapkan laporan pelaksanuan program pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan



i.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan
Pasal 21

(1) Sul Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan dipimpin oleh
scorang Kepala Sub Bidang yang dalarn melaksanakan figasnya berada db
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penparusutamaan Gender,
Pemberdayasan Perempuan dan Perlindunpan Anal.

[2) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan mempunyai
migas membantu Kepala Bidang menyiapkan melakukan dan mengendalikan
serta mengevaiuasi pelaksanaan program pemberdayaan organisasi warnita dan
lansia.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdaysan Orpanisasi dan Peran Alduf
Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

R

b.

C.

menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan pemberdayaan organisasi dan
peran aktif perempnan;

melakukan pembinaan pemberdayaan organisasi dan peran  aktif
perempuan;

menyiapkan: upava-upava terciptanya keterpaduan pembinaan kelembagaan
pemberdayaan organisasi dan peran aktf peremupuan;

melakukan pengawasan melekal kepada dilingkungan sub bidang
pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan;

menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan keglatan pemberdayaan
organisasi dan peran aktif perempuan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas dan
fungsinva.

Paragrafl 2,
Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak
Pasal 22

(1) Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnye berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender,
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2} Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dun Anak mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan, melakukan dan mengendslikan
serta mengevaluasi pelaksanaan program adveokasi fasilitasi perlindungan
perempuan dan anak.

(3} Penjabaran tugas Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindunpan Perernpuan dan
Anak sebapaimana dimaksud pada ayat (2] adalah :

'a'

h.
o

menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan advokasi fasilitas: perlindungan
perempuan dan anai;

melakukan pembinaan advokasi fasilitasi perlindungan perempuan dan anak
menyiapkan upaya-upaya terciptanys keierpaduan pembinaan kelembagaan
advokasi fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;

. mclakukan pengawasan melekat kepada dilingkungan sub bidang advokasi

fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;

. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan advnkasi fasihitas

perlindungan perempuan dan anak; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedelapan
Bidang Heluarga Berencana dan Keluarga Sejahters
Pasal 23

[1} Bidang Keluarga Bercncana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yarg dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanpgungiawab kepada Kepala Badan.

(22} Bidang Keluarga Berencana dan Kelaarga Sepphiers memponvin tugas tugas
membantu Kepala Badan dalam penyviapan pelayanan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera.

{3 Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahilera mempunyas fungs: :

.

merumuskan kebijakan operasional penyviapan pelavanan keluarga
berencana, kesehatan reproduksi dan partisipast mitra pelavanan keluarga
berencana, lembaga swadaya masvarakat, lcmbaga swadaya organisasi
masvarakat;

merumuskan kebijakan operasional program  pemberdayaan  ekonorm
kehiarga dan ketahanan keluarga;

menyusun petunjuk dan pedoman pelaksansan program pemberdayaan
ckonomi keluarga dan ketahanan kehiarga;

menyusun rencana kegiatan program program pemberdayaan ekonomi
keluarga dan ketahanan keluarga

mMenyusun rencana operasional program pelayanan keluarga bercncana dan
penanggulangan  masalah  kesehatan reproduksi, pembinaan jaringan
pelayanan keluarga berencana, dan keschatan reproduksi, pembinaan
remaja dan perlindungan hak-hak reprodulsi, peningkatan partisipasi pria
dalam program keluarga berencanas sertag parlisipasi pembantu pembina
keluarga berencana desa, sub pembantu pembina keluarga berencana desa
dan kelompok kelzarga berencana/keluarga sejahtera;

mengumpulkan dan  menglklasifikasikan data  program  program
pemberdayaan ekononii keluarga dan ketlahanan keluarga;

memhbina kerjasama dan keterpuaduan dengan institusi tekonis terkait, dalam
menyusun dan mengembangkan kebijakan dan strategl pclayanan kb dan
kesehatan reproduksi;

membina kerjasama dan keterpaduan dengan instanst tekmis terkait dalam
penyusunan program pemberdayaan ckonomi keluarga dan ketahanan
keluarga;

merencanakan pendistribusian formulir program pemberdayaan ekonomi
keluarga dan ketahanan keluarga,

melaksanakan cvaluasi hasil pelaksanaan propram program pemberdayaan
ekonoini keluarga dan ketahanan keluarga;

menyampaikan laparan pelaksansan  program  program  pemberdayaan
ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

merumuskan segmentasi wilayah sasaran, dalam pemenuhan permintaan
masyarakat tcrhadap pelayanan dan kesehatan reproduksi;

. menyusun reincana peningkatan dan pengembangan sarana dan tcnage

paelavanan.

. mengkoordinasikan penyclenggarasn kegiatan jaminen pelayanan keluarga

berencund, pembinaan jaringan  pelayanan  keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, perlindungan hak-hak reproduksi remaja seria
pelaksanaan program peningicatan partisipasi pria,

merencanakan pendistribusian  alat  kontrasepsi  program dan non
kontrasepsi;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan partisipasi pembantu pembina
keluarga berencana desa, sub pembantu pembina keluarga berencana desa
dan kelompok keluarga berencanafkeluarga sejahters;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengayoman dan perlindungan permnakzuan /
penggunaan alal kontraseps) program;

menpersiapkan bahan untuk petuniuk Ieknis penylapan pelayanan
kontrasepsi;



. mengkoordinasikan  penvelenggaraan kemitraen  pelakasnaan  program
kelunarga berencana antar sektor pemerintah dan lembaga swadaya
organisasl masyarakat,

t. membina lanerja penyuluh keliarga berencana, imp dan kelompok keluarga
berencana lainnya; dan

}. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pelayanan Relnarga Berencana dan Hesehatan Reproduksi
Pazal 24

(I} Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keschatan Reprodulksi

(2)

()

dipimpin ofleh seorang Kepzala Sub Didang vang dalam melaksanakan tugasnya
herada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
mempunya togas  membanta  Hepala Bidang dalam menvnapkan,
melaksanakan dan menpendalikan program keluarga berencana dan keluarga

sgjahtera.

Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayvanan Keluarga Berencana dan Keschatan

Reproduks: sebagmmana dimuaksud pada ayat (2) adalab :

a. menyiapkan konsep penyusunan rcncana kcgiatan pclayanan keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan partisipasi
pria;

b. menyiapkan konsep kebjjakan teknis dan strategl pelaksanaan kegiatan
peningkatan pelavanan keluarga berencana dan  kesehaian reproduksi
remaja serta peningkatan pertisispasi pria dalam program  kehiarga
berencana,

c. merencanakan dan menvusun jadwal pelavanan kontrasepsi baik ratin
maupun terpadit;

d. merencanakan dan  menyiepkan pendistnibusian  sarana pelayanan
kontrasepsi dan non kontrascpsi;

€. menghimpun, mengklasifikasi data dan informasi untuk penanggulangan
efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian kontrasepsi program
den rujukan;

. mclakukan pemanteuan hersama [nstansi terkcait dalam  pelaksanaan
standarisasi mutu pelayanan kontrasepsi dan penycrasian  Kriteria
kelayakan tempat pelayvanan serta mutu alat kontrasepsi;

g. menviapkan pertemuan  koordinasi dengan  lembaga/institusi  terkait
tentang pengeiolaen pelayanan kontrasepsi, non kontrasepst serta rujukan
pelayanan baik prlayanan peserta keluarpga herencana m:aupun rernaja yang
bermasalah;

h. melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Bidang pclayanan
keluargn berencana;

i. menviapkan baban evaluasi hasil pelaksanaan kematan — pelayanan
keluarga bereneana dan kesehatan reprodukasi remaja serla peningkatan
partisipasi pria;

j. membuat dan menvampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,

k. meiakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub Bidang Pelayanan
keluarpa berencana dan Kesehatan Reproduks;

1. merumuskan kebijakan operasional program pemberdayaan ekonomy

kcluarga dan ketahanan keluarg:s;



menyusun petunjuk dan pedoman pelaksanaan program pemberdayaan
ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

menyusun rencana Kegiatan program program pemberdayaan ekonom
keluarga dan ketahanan kelunarga

mengumpulkan dan mengklasifikasikan data program, program
pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

membina kerjasama dan keterpaduan dengan instansi teknis terkait dalam
penyusunan program pemberdayaan ckonomi keluarga dan ketahanan
keluarga;

merencanakan pendistribusian formulir program pemberdayaan ekonomi
keluarga dan lietahanan keluarga;

melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program program pemberdayaan
ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

menyampatlkkan laporan pelaksanaan program program pemberdayaan
ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Eidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas
Pasal 25

(1) Sub Bidang Penguatan Keltarga Kecit Berkualitas dipimpin cleh searang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnyva berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera.

(2) Sub Bidang Penpuatan Keluarga Kecil Berkualitas mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang melakukan, penguatan keluarga kecil berlqualitas.

{3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adalah :

a.

menviapkan konsep dan bahan advokasi dan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi serta peran serta institusi pembantu pembina
keluarga berencana desa (PPKBD), sub. pembantu pembina keluarga
berencana desa (Sub. PPKBD), dan kelompok keluarga berencana (KKB)
dalam program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program
advokasi komunikasi, informasi dan edukasi serta peran serta pembantu
pembina keluarga berencana desa, sub. pembantu pembina kelunarga
berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan
kelompok keschatan reproduksi remaja,

menyusun konsep program dan rencana kegiatan advokasi dan
komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan
kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan
reproduksi remaja;

melakulkan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksansan advokasi
komunikasi, informasi dan edukasi vang berkaitan dengan peran serta
pembantu pembina keluarga berencana desa, sub. pembantu pembina
keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga

sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi;
melaltukan identisifikasi analisis dan memfasilitasi penyelesaian masalah

yang berkaitan dengan kegiatan advokast komunikasi, informasi dan
edukasi serta peran serta pembaniu pembina keluarga berencana desa,
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sub. pembantu pembina kelnarga berencana desa dan kelompok keluarga
berencana/fkeliarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi remaga;
melalailan pemhbinaan terhadap kelangsungan aktifitas program keluarga
berencana;

melakukan monitering dan  evaluasi terhadap pelaksanaan program
advokast komunikasl, informasi dan edukasl scrta peran serta pembantu
pembini  kelunrgs  berencana desys, sub. pembanluy pemnbina keluarga
berencana desa dan kelompok kelunargs berencana/keluarga sejahtera dan
kelompok kesehatan reproduksi remaja;

membual dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas advokasi
komunikasi, informast dan edukasi serta peran serta pembantu pembina
keluarpe berencana desa, sub. pembantu pembina keluarga berencuna desa
dan lkelompok Ikcluargae berencanaj/keluarga sejahtera dan  kelompok
kesehatan reproduksi remaja;

melakukan tugas dan pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala bidang
keliargs berencana dan kesehatan reprodulkes:;

melakukan pengawasan melekal dilimgkunpgan sub bidang partisipasi
masvarakat dan advokasi kie;

menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan pemberdayaan ckonomi
keiuarga menvusun rencana kegiatan program peningkatan ekonomu
keluargzs;

menyviapkan pemmnjuk dan pedoman  program  peningkatan ekonom
keluarpa;

memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan pcningkatan
ekonomi keluarga;

melakukan indenfifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan
program pcningkatan ckonomi keluarga;,

melakukan bimbingan dan pembinaan program pceningkatan ekonoma
keluarga;

membuat dan menyvampaikan lapeoran pelaksanaan program pehningkatan
ckonomi keluarga;

melakukan pengawasan melekat dilinglaingan sub bidang pemberdayaan
ekonomi keluarga:

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pclaksanaan program
pemberdayaan ekonorm keluarpa;

melakukan kemiiraan dengan inslansi lnin dari segi permodalan, kualitas
hasil produksi, pemasaran hasil produksi;

melakukan pengawasan melckatr dilingkungan sub bidang pemberdayaan
ekornom keluarga;

menyiapkan kunsep program peningkatan ketahanan keluarga (tribina dan
kualitas linpkungan keluarg:|,

menyusun rencana kegiatan program peninglatan ketahanan keluarga
(tribina dan kualitas lingkungan kecluarga);

memlusilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan peningkaran
ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan kKeluarga;

melakukan indentifilkasi dan penyelesaian masalah vang berkaitan dengan
program pcningkatan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan
keluarga;

meciakukan bimbingan dan pembinaan program peningkatan ketahanan
keluarga dan kualitas lingkungan keluarga; dan

melaksunakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuaf
dengan tugas dan [ungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka

a. Peraturan Walikota Padang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokolk
dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan

(Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 48);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita
Daerah Tahun 2008 Nomor 49):

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal EIF Deserber 2D\

Diundangkan di Padang "
pad;a tanggal 'j_ﬂ 'y.,}t'ﬂktﬂ’\ ’hf r ¢PIL

SEKRETARIS DAE KOTA PADANG

mbina Utama Muda
. 19541215 198101 1 001
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